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WALIKOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR 2§ TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2014 

TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH 

KOTA GORONTALO TAHUN 2015 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA GORONTALO, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menter i 

Da lam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 T a h u n 2008 tentang 

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kerangka 

ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dalam t a h u n 

berjalan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

(RKPD) Kota Gorontalo Tahun 2015, maka per lu d i susun 

dokumen RKPD Perubahan Tahun 2015 sebagai acuan 

APBD Perubahan Tahun 2015; 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 

dalam h u r u f a dan h u r u f b, per lu membentuk Peraturan 

Wal ikota Gorontalo tentang Perubahan atas Peraturan 

Wal ikota Gorontalo Nomor 17 T a h u n 2014 tentang 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Gorontalo 

Tahun 2015; 

: L Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I I d i Sulawesi 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 1822); | 

Mengingat 

i 



2. Undang-Undang Nomor 38 T a h u n 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4060); 

3. Undang-Undang Nomor 25 T a h u n 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembanguman Nasional (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 T a h u n 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia. Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa ka l i d iubah terakhi r dengan Undang-Undang 

Nomor 9 T a h u n 2015 (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 T a h u n 2004 tentang 

Rencana Kerja Pemerinfcih (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 4405); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 T a h u n 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negeira Republ ik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 4594); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 T a h u n 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Pemerintah, Laporan Perti inggung Jawaban Kepala Daerah 

Kepada Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah, dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
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Republ ik Indonesia Nomor 4438); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 T a h u n 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 T a h u n 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2008 

Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 4817); 

11 . Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 54 T a h u n 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 T a h u n 

2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian Dan Ewaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

12. Peraturan Daerah Nomor 2 T a h u n 2002 tentang 

Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat 

(Lembaran Daerah Kota Gorontalo T a h u n 2002 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 10); 

13. Peraturan Daerah Nomor 3 T a h u n 2002 tentang 

Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota 

Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo T a h u n 2002 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo 

Nomor 11); 

14. Peraturan Daerah Nomor 4 T a h u n 2002 tentang 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota 

Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo T a h u n 2002 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo 

Nomor 12); 

15. Peraturan Daerah Nomor 9 T a h u n 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun. 2008-2027 

(Lembaran Daerah Kota Gorontalo T a h u n 2008 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 102); 

\ 
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16. Peraturan Daerah Nomor 40 T a h u n 2011 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo T a h u n 2010-2030 

(Lembaran Daerah Kota Gorontalo T a h u n 2011 

Nomor 168); 

17. Peraturan Daerah Nomor 3 T a h u n 2014 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah T a h u n 2014-2019 

(Lembaran Daerah Kota Gorontalo T a h u n 2014 Nomor 3); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2014 

TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH 

KOTA GORONTALO TAHUN 2015 

Pasal I 

Beberapa ke tentuan da lam Peraturan Walikota: Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Gorontalo Tahun 2015 (Berita 

Daerah Kota Gorontalo T a h u n 2014 Nomor 17), d iubah sebagai b e r i k u t : 

1. Ketentusin Pasal 2 Ayat (2) d iubah , sehingga Pasal 2 berbuny i sebagai 

b e r i k u t : 

Pasal 2 

(1) Rencana Kerja Pembangunan (RKPD) T a h u n 2015 sebagai landasan 

dan pedoman bagi pemer intah daerah da lam melaksanakan 

pembangunan 1 (satu) t a h u n ya i tu T a h u n 2015. 

(2) Is i beserta u ra i an Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota 

Gorontalo T a h u n 2015 sebagaimana t e rcantum da lam Lampi ran yang 

merupakan bagian yang tak terp isahkan dar i Peraturan Wal ikota i n i . 

2. Ketentuan pasal 3 BAB I I I d iubah sehingga pasal 3 berbuny i sebagai 

b e r i k u t : 

Pasal 3 

S is t imat ika Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Gorontalo T a h u n 

2015 d i susun sebagai b e r i k u t : 
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E.AB I PENDAHULUAN 

B A B U EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 

KOTA GORONTALO SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA 

BAB I I I PERKEMBANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN 

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 

B AB V I PENUTUP 

Pasal I I 

Peraturan Wal ikota i n i m u l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundaingan Peraturan 

Wal ikota i n i d engan penempatainnya da lam Ber im Daerah Kota Gorontalo. 

D iundangkan d i Gorontalo 

pada tanggak 5 • ( « • * * • 

Di te tapkan d i Gorontalo 

Pada tanggal 5 - 8 - 2015 

WALIKOTA GORONTALO,^ 

SEKRETARIS 

BE;RITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2015 

NOMOR f y 

L 


